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ABSTRAK
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Nim : 210105056

Fakultas/Prodi  : Syari’ah Dan Hukum?Hukum Tatata Negara

Judul : Relevansi Ketentuan Hukum Ganti Kerugian Terhadap

Korban Salah Tangkap Dalam Peraturan Perundang-
Undangan Dengan Qawaid Fighiyyah
Tanggal Sidang : 26 Agustus 2025

Pembimbing I . Syarifah Rahmatillah, S. Hi.MH
Pembimbing Il : Muhammad Husnul, M.HI
Kata Kunci . Salah Tangkap, Ganti Kerugian, KUHAP, Qawaid

Fighiyyah, Perlindungan Hukum.
Kasus salah tangkap merupakan bentuk kesalahan dalam proses penegakan

hukum yang berdampak serius terhadap hak asasi manusia, baik secara materiil
maupun immateriil. Negara hukum Indonesia menjamin perlindungan terhadap
korban salah tangkap melalui mekanisme ganti kerugian sebagaimana diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 95-97,
serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Namun,
dalam praktiknya pemberian ganti kerugian masih menghadapi berbagai
hambatan, baik dari aspek administratif, pembuktian, maupun efektivitas
pemulihan hak korban. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi
pengaturan hukum positif dengan prinsip keadilan substantif. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum ganti kerugian terhadap korban
salah tangkap menurut peraturan perundang-undangan Indonesia Serta
menganalisis relevansinya dengan Qawaid Fighiyyah. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) melalui kajian kepustakaan terhadap peraturan,
literatur, dan doktrin hukum yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengaturan mengenai ganti kerugian dalam KUHAP memberikan dasar hukum
yang jelas bagi korban salah tangkap untuk menuntut kompensasi. Namun,
hambatan prosedural serta rendahnya besaran kompensasi mengurangi
efektivitas perlindungan tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip
Qawaid Fighiyyah seperti al-darar yuzal (kemudaratan harus dihilangkan) dan la
darar wa la dirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain)
menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pemulihan
bagi korban salah tangkap. Dengan demikian, Qawaid Fighiyyah dapat
memperkuat legitimasi moral dan etis dari ketentuan hukum positif, sehingga
perlindungan terhadap korban salah tangkap tidak hanya formal, tetapi juga

substansial sesuai prinsip keadilan.
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TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf | Na | Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf Nama
Arab | ma | Latin Arab Latin
\ Alf | tidak tidak L ta’ t te
dilamba | dilambang (dengan
ngkan | kan titik  di
bawah)
- Ba’ B Be L za 7 zet
(dengan
titik  di
bawah)
< T T Te d ‘ain ‘ koma
terbalik
(di atas)
& Sa’ S es (dengan | ¢ Gain G Ge
titik di
atas)
z Jim J je s Fa’ F Ef




z Ha’ h ha 3 Qaf Q Ki
(dengan
titik di
bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha < Kaf K Ka
3 Dal D De J Lam L El
3 Zal Z zet 2 Mim M Em
(dengan
titik di
atas)
0 Ra’ R Er J Nin N En
J Zai Z Zet s Wau W We
o Stn 8 Es ° Ha’ H Ha
o Syin Sy es dan ye 3 Hamz ‘ Apostrof
ah
o= Sad S es (dengan ¢ Ya’ Y Ye
titik di
bawah)
o= Dad d de
(dengan
titik di
bawah)

2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal



Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah I I
dammah u U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
... fathah dan ya’ Ai adani
5., fathah dan wau Au adanu
Contoh:
G -kataba
dd -fa‘ala
K Zukira
LAY -yazhabu
A -suila
@l kaifa
Jds  -haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan

Nama

Huruf dan

Nama

Xi




Huruf Tanda
s fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya’
(8 kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
3 dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
J&  -gala

@) - ~rama
ds  -gila
358 -yagilu
4. Ta’ marbitah
Transliterasi untuk ta 'marbiitah ada dua:
1. Ta’ marbitah hidup
ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.
2. Ta’ marbitah mati
ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah ta’ marbiatah itu

ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
JukYlia3y  -raud ah al-affal
-raud atul atfal
Y AL-EI -al-Madinah al-Munawwarah
-AL-Madinatul-Munawwarah
iall  -jalpah

5. Syaddah (Tasydid)
xii



Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan

sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
S5
J35
30
Fal
éw{—%‘

6. Kata sandang

-rabbana
-nazzala
-al-birr
-al-hajj

-nu’ ‘ima

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu ( J''), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf

gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.

Contoh:
4

Aow
bA.J..ua\

-ar-rajulu
-as-sayyidatu
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Cuad) -asy-syamsu

Al -al-qalamu

&l -al-badi ‘u

Joal -al-jalalu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir
kata.Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam
tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
O3 G —ta” khuziina
¢ 3 -an-nau’
o -syai’'un
&) -inna
&yl -umirtu
Kl -akala

8. Penulisan kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
Contoh:
O3B 3150 %A 5l il 5 -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
SousiKiNzsE  -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan
BANEYEY] -Ibrahim al-Khalil

Xiv



-Ibrahimul-Khalil

& L a3l 55 4l ol -Bismillahi majraha wa mursah
el G W e g -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti man istata‘a
ilahi sabila
S 4dl) ¢ Ui (sa -Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti manistatd ‘a ilaihi
sabila

9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:
PN R YECRTS -Wa ma Muhammadun illa@ rasul
oWl e 5 oalsi &) -Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi
85w &y N Jallazi bibakkata mubarakkan
Gioall 4 O3 oA (lima s -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur’anu
Gl Y LI g lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
Wa laqad ra’ahu bil-ufugil-mubmi
Gl Wl Gy 33l - Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.
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Contoh:

uuuuuu

B cfﬂj Al Gy -Nasrun minallahi wa fathun gqarib
Giea 53N -Lillahi alamru jamT ‘an
Lillahil-amru jami ‘an
sle oo Kol -Walldha bikulli syai ‘in ‘alim

10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin  seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2.-Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan.

Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kasus salah tangkap atau error in persona merupakan isu serius dalam

sistem peradilan pidana yang berdampak signifikan terhadap individu korban,
merugikan secara materi maupun non-materi. Kesalahan fatal ini tidak hanya
mencederai prinsip keadilan, tetapi juga menurunkan kredibilitas institusi
penegak hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban salah
tangkap menjadi krusial untuk menjamin keadilan dan mencegah
penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat.*

Isu ini semakin relevan dalam konteks negara hukum modern, yang
menempatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai prinsip
fundamental. Jaminan ini secara nyata melindungi individu dari praktik
penegakan hukum yang sewenang-wenang, termasuk salah tangkap.? Hukum
positif di Indonesia telah mengadopsi prinsip ini melalui mekanisme ganti
kerugian, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 95 hingga Pasal 97. Pasal 95 ayat (1)
KUHAP secara eksplisit menyatakan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana
berhak menuntut ganti rugi jika ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa
dasar hukum yang sah.

Untuk memperkuat ketentuan ini, Peraturan Pemerintah (PP) No. 92
Tahun 2015 mengubah PP No. 27 Tahun 1983, menyesuaikan besaran ganti
kerugian yang bisa dituntut, yang sebelumnya dianggap terlalu rendah. Meski

begitu, implementasi hak atas ganti kerugian dalam praktiknya masih

! Leden Marpaung, Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum
Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), him. 35.

2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him.
4.
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menghadapi berbagai hambatan. Kendala ini mencakup aspek administratif,
kesulitan pembuktian, dan keengganan aparat untuk mengakui kesalahan.®

Pemenuhan hak atas ganti kerugian dalam praktiknya masih menemui
berbagai hambatan, baik dari aspek administratif, pembuktian, maupun
keengganan aparat untuk mengakui kekeliruan. Situasi ini menunjukkan bahwa
meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, pendekatan normatif hukum positif
belum sepenuhnya efektif tanpa landasan nilai yang lebih dalam.*

Di sisi lain, hukum Islam memberikan landasan nilai yang kuat terkait
perlindungan -hak-hak dasar manusia, seperti hak hidup, kepemilikan, dan
kemerdekaan.® Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Nahl Ayat 90
Allah SWT berfirman:

Ry o laadh e s Rl b o5 leads Jadly saia &)

Ore 385 Kl (& il

artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan

berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang

(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 90 menekankan pentingnya berlaku adil
dan berbuat kebajikan, sementara hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan
para hakim untuk berhati-hati dalam memutuskan perkara demi menghindari
ketidakadilan. Apabila hakim memberikan kelalaian, maka kelalaian tersebut

mengakibatkan korban salah tangkap telah kehilangan hak, yaitu hak hidup, hak

% ICJR, Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 Harus Dapat Mendorong Keadilan
Bagi Korban dan Profesionalitas Penegak Hukum, diakses melalui https://icjr.or.id/peraturan-
pemerintah-no-92-tahun-2015-harus-dapat-mendorong-keadilan-bagi-korban-dan-
profesionalitas-penegak-hukum/, pada tanggal 20 Januari 2025.

4 Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara Didalam
Proses Pidana, (Yokyakarta, Liberty, 1988), him. 96.

5 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996),
him. 5.



https://icjr.or.id/peraturan-pemerintah-no-92-tahun-2015-harus-dapat-mendorong-keadilan-bagi-korban-dan-profesionalitas-penegak-hukum/
https://icjr.or.id/peraturan-pemerintah-no-92-tahun-2015-harus-dapat-mendorong-keadilan-bagi-korban-dan-profesionalitas-penegak-hukum/
https://icjr.or.id/peraturan-pemerintah-no-92-tahun-2015-harus-dapat-mendorong-keadilan-bagi-korban-dan-profesionalitas-penegak-hukum/
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kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan
dah hak ilmu pengetahuan. Tuntutan ganti rugi yang diajukan tersangka,
terdakwa, atau ahli warisan mewujudkan hak dan martabat korban. Jika
tersangka atau terdakwa diperlakukan tindakan ilegal tanpa sebab maka KUHAP
dan peraturan perundang-undangan lainya memberikan hak untuk ganti rugi.®

Dari Abu Hurairah RA - berkata, Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan kalian bersengketa di
hadapanku. Mungkin saja salah satu dari kalian lebih pandai mengemukakan
hujjahnya daripada yang lain, sehingga aku memutuskan perkara berdasarkan
apa yang aku dengar. Maka barang siapa yang aku putuskan untuk memperoleh
sesuatu dari hak saudaranya, janganlah dia mengambilnya, karena sesungguhnya
aku memutuskan untuknya sepotong dari api neraka”. (Shahih Bukhari, Hadis
No, 2458).

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan
keadilan dan kehati-hatian dalam penegakan hukum. Oleh karena itu,
pendekatan hukum Islam, khususnya melalui Qawa'id Fighiyyah (kaidah-kaidah
fikih) yang bersifat universal, menjadi relevan untuk memperkuat legitimasi dan
implementasi keadilan substantif dalam konteks hukum positif Indonesia, yang
mayoritas penduduknya beragama Islam.’

Meskipun hukum positif telah menyediakan landasan hukum bagi korban
salah tangkap, kendala prosedural dan nominal dalam pemberian ganti kerugian
menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi dan kecukupan ketentuan hukum
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi ketentuan hukum
ganti kerugian bagi korban salah tangkap dalam peraturan perundang-undangan
dengan prinsip-prinsip Qawa'id Fighiyyah, dengan harapan dapat memberikan

rekomendasi untuk pembaruan hukum yang lebih efektif dan adil.

6 Barda Narwi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001), him. 34.

" Ade Dedi Rohayana, llmu Qawaid Fighiyyah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008),
him.12.
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Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian hukum dengan judul “Relevansi Ketentuan Hukum Ganti Kerugian
Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peraturan Perundang-Undangan
Dengan Qawaid Fighiyyah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum ganti kerugian terhadap korban salah
tangkap menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana relevansi Qawaid Fighiyyah terhadap ketentuan ganti
kerugian dalam peraturan perundang-undangan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan msalah yang diatas, maka tujuan yang diharapkan
oleh penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum ganti kerugian terhadap
korban salah tangkap menurut peraturan perundang-undangan di
Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi Qawaid Fighiyyah terhadap
ketentuan ganti kerugian dalam peraturan perundang-undangan
Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Penulisan skripsi ini peneliti membandingkan skripsi penelitiannya
dengan skripsi penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan,
baik mengenai kelebihan atau kekurangan dari yang sudah ada. Peneliti juga
menggali informasi dari buku-buku ataupun skripsi untuk menjadi bahan
penelitian yang berkaitan dengan judul.

1. Skripsi Mega Syinta, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 dengan judul
“Pertanggungjawaban Hukum Akibat Praktik Salah Tangkap Atau Eror



In Personal Dalam Kasus Pembunuhan Anggota Polri Di Aceh Utara”.
Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai faktor-faktor apa saja
yang menyebabkan terjadinya salah tangkap atau eror in personal dalam
kasus pembunuhan anggota Polri di Aceh Utara dan bagaimana
pertanggungjawaban hukum terhadap praktik salah tangkap atau eror in
personal dalam kasus pembunuhan anggota polri di Aceh Utara.®
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu keduanya
membahas permasalahan salah tangkap terutama dampak hukumnya
terhadap korban dan pihak yang bertanggung jawab dan sama-sama
menyinggung hak korban untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi
akibat salah tangkap. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian
saya yaitu fokus pada kasus konkret salah tangkap terhadap anggota
Polri di Aceh Utara sedangkan penelitian saya fokus pada aturan
KUHAP secara umum.

2. Skripsi Muhammad Imran, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Palopo Tahun 2022 dengan judul “Tuntutan Ganti Rugi
Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92
Tahun 2015”. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai
bagaimana proses pengajuan ganti rugi korban salah tangkap
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 dan bagaimana
sanksi yang diberikan oleh kepolisian republik Indonesia kepada
penyidik akibat salah tangkap.® Persamaan penelitian tersebut dengan
penelitian saya yaitu topik keduanya membahas tentang ganti rugi

kepada korban salah tangkap, sumber hukum yang sama keduanya

8 Mega Syintia, Pertanggungjawaban Hukum Akibat Praktik Salah Tangkap atau Eror
in Personal dalam Kasus Pembunuhan Anggota Polri di Aceh Utara, (Skripsi), Banda Aceh
Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2019.

® Muhammad Imran, Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, (skripsi), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam
Negeri Palopo, 2022.



menggunakan KUHAP, metode penelitian sama-sama menggunakan
metode penelitian pustaka (library research). Adapun perbedaan
penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu pendekatan hukum yang
berbeda.

3. Skripsi Fatkul Wasik, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018 dengan judul
“Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap
Menurut Hukum Pidana Islam”. Dalam penelitian ini penulis mengkaji
mengenai bagaimana kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap
dan ganti rugi yang diberikan oleh negara dan bagaimana tinjauan huku
m Islam terhadap pelaksanaan ganti rugi korban salah tangkap.'®
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu keduanya
membahas isu yang sama, kedua skripsi ini menekankan pentingnya
perlindungan hak asasi manusia dan kehormatan seseorang Yyang
dirugikan oleh sistem peradilan pidana. Perbedaan dari kedua penelitian
ini yaitu, penelitian ini lebih -menitikberatkan pada mekanisme keadilan
pidana Islam dan pertanggungjawaban hakim, sedangkan penelitian saya
menitikberatkan pada tanggung jawab negara dalam konteks kenegaraan
dan keadilan publik menurut Islam.

4. Skripsi  Putri Bella Andjani, mahasiswa Fakultas Syaria’ah dan
HukumUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun
2022dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban
Salah Tangkap Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Dalam
penelitian ini penulis meneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang
menyebabkan terjadinya korban salah tangkap dan bagaimana

pertimbangan hakim terhadap korban salah tangkap dalam perkara

10" Fatkhul Wasik, Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap
menurut Hukum Pidana Islam, (skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, 2018.



putusan No. 131 Pk/Pid.Sus/2015.1! Persamaan  pelitian  tersebuat
dengan penelitian saya yaitu keduanya membahas mengenai kasus
korban salah tangkap. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan
penelitian saya yaitu objek penelitian tersebut fokus meneliti
pertimbangan hakim dalam putusan No. 131 Pk/Pid.Sus/2015 sedangkan
penelitian saya tidak fokus pada putusan tertentu, tetapi menelaah
putusan ganti kerugian dalam peraturan perundang-undangan.

5. Skripsi Johanna Fungsiwinata, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Indonesia tahun 2009 dengan judul “Tinjauan Hukum mengenai Ganti
Rugi dan Rehabilitasi sebagai hak Terpidana atas Error in persona
(Studi Khasus Devid Eko Priyanto)”. Dalam penelitian ini penulis
mengkaji bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia yang
dimiliki oleh seorang terpidana dalam kaitannya dengan tindakan yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga menyebabkan terjadinya
kesalahan pemidanaan dalam suatu kasus dan mengkaji bagaimana
peraturan maupun kewenangan pelaksanaan ganti rugi dan rehabilitasi
terhadap terpidana dalam kasus Error in persona dalam hukum acara
yang berlaku di Indonesia.*?> Persamaan penelitian tersebut dengan
penelitian saya yaitu keduanya sama-sama membahas topic ganti
kerugian atas kasus salah tangkap dan sama-sama menyoroti kegagalan
aparat penegak hukum dalam menjalin keadilan. Perbedaan dari kedua
penelitian ini yaitu, penelitian diatas fakus pada studi kasus nyata yanitu

terhadap David Eko Priyanto.

1 putri Bella Andjani, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Salah
Tangkap Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, (skripsi), Fakultas Syari’ah Dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

2 Johanna Fungsiwinata, Tinjauan Hukum mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi
sebagai Hak Terpidana atas Error in Persona (Studi Khasus Devid Eko Priyanto), (skripsi),
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Depok, 20009.



E. Penjelasan Istilah
1. Relevansi

Relevansi adalah tingkat terkaitan antara suatu informasi, data,
konsep, atau argumen dengan topik atau permasalahan utama yang sedang
diteliti. Suatu hal dikatakan relevan apabila dapat membantu menjelaskan,
mendukung, atau memperkuat fokus dan tujuan penelitian.*3
2. Hukum Ganti Kerugian

Hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang mengkaji dan
mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang
dibuat dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan
menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak.'*
Sedangkan ganti kerugian adalah kompensasi atau penggantian yang
diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan
akibat terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian, baik secara
materil maupun immateril. Hukum ganti kerugian adalah bagian dari hukum
atau aturang-aturan yang mengatur mengenai kewajiban seseorang atau
badan hukum untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang
ditimbulkan kepada pihak lain akibat dari perbuatan melawan hukum atau
wanprestasi.*s
3. Korban Salah Tangkap

Korban salah tangkap merupakan individu yang ditangkap dan
diproses secara hukum padahal sebenarnya tidak terbukti secara sah
melakukan tindak pidana, para korban mengalami kerugian baik secara

materi maupun inmateri.*®

13 Abdul Syatar, Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam,
Jurnal Syari’ah Dan Hukum, Diktum 16, No. 1, 2018, him. 122.

14 Gatjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), him. 54.

15 Ridwan Khairandy, Hukum Ganti Kerugian dalam Perspektif Hukum Perdata,
Jurnal Hukum 1US QUIA IUSTUM, Vol. 19, No. 3, 2012, him. 422.

16 Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 2007), him. 118.



4. Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Prof. Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah
putusan tertulis yang dibuat, dikeluarkan dan ditetapkan oleh lembaga dan
Pejabat Negara yang mempunyai fungsi Legislatif sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.'’
5. Qawaid Fighiyyah

Secara etimologis, istilah gawaid adalah bentuk jamak dari ga ‘idah,
yang berarti dasar, fondasi, atau prinsip. Sementara itu, fighiyyah berasal
dari kata figh, yang berarti pemahaman atau pengetahuan mendalam tentang
hukum-hukum syariat. Dengan demikian, gawaid fighiyyah secara bahasa
dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dasar dalam ilmu fikih.® Qawaid
fighiyyah adalah aturan yang berlaku secara umum dalam hukun figh, yang
berfungsi sebagai dasar untuk memahami dan menerapkan hukum Islam

dalam berbagai masalah yang serupa.*®

F.  Metode Penelitian
Metode pendekatan penelitian = yang digunakan oleh penulis

menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian
yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti
merupakan instrumen kunci.’® Metode ini mencakup berbagai teknik dan
prosedur, seperti survei, eksperimen, observasi, dan studi kasus, yang digunakan

untuk memperoleh data yang valid dan reliabel.?*

17 Bagir Manan, Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum
Nasional, (Armico, Bandung, 1987), him. 13.

18 Fathurrahman Azhari, Qawaid Fighiyyah Muamalah, (Banjarmasir: Lembaga
Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), him. 1.

19 Nurhayatid dan Ali Imran Sinaga, Figh Dan Ushul Figh, (Depok: Prenadamedia
Group, 2017), him. 4.

20 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Alfabeta, 2009), him.4.

2LJonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Depok: Prenadamedia, 2018), him. 2.
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1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (statute
approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah
dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang berkaitan.?2

2. Jenis Penelitian
Dari latar belakang dan rumusan permasalahan yang diuraikan di

atas, maka jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif.
Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif yaitu penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk
diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan
dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.?

3. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder

yaitu, sebagal proses pelengkap dan penjelas untuk memberikan penjelasan
dalam memperoleh data hukum yang terkandung dalam data primer.
Adapun proses pencarian data sekunder dapat dilakukan berbagai cara yaitu
melalui informasi berupa media dan sejenisnya, buku perpustakaan, jurnal,
kodifikasi jurnal dan literatur lain yang di perlukan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data
sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan

penelusuran  terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain

22 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: CV. Penerbit
Qiara Media 2021), him. 58

23 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2010), him.64.

24 | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi
Teori Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2016), him. 142.
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berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai
penelitian hukum kepustakaan.?®

5. Teknik Analisis Data
Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis

kualitatif. Maksudnya adalah analisis yang dipergunakan untuk aspek-aspek
normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu
menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu
sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.?®

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan
skripsi yang bertujuan memeriksa gambaran untuk memudahkan pembaca
dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang penulisan
skripsi,Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang diberi judul
dengan Relevansi Ketentuan Hukum Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah
Tangkap Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dengan Qawaid Fighiyyah.

Bab tiga, memuat mengenai hasil penelitian dan pengumpulan data yang
dilakukan mengenai relevansi ketentuan hukum ganti kerugian terhadap korban
salah tangkap sesuain dengan peraturan perundang-undangan.

Bab empat, merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis
mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan

mengajukan  beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjaun
Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 33.
26 |bid, hlm.112.
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